BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 737 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

bahwa dengan terbitnya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4539);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj.
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 52)
diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan satu angka
yakni angka 10a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
B
3.
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Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kebumen. _
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan
Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunai
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan
dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia
Barang/Jasa.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau
diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
perorangan yang menyediakan barang/jasa.

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam
bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
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adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusa::
Kepala Desa yang berasal dari unsur Pemerintah Desa atau unsur lembaga
kemasyarakatan Desa untuk  menerima hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa.

Tim Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat TPHP adalah tim
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa
yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan wunsur lembaga
kemasyarakatan Desa untuk  menerima hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian. N

2. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 3

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;

b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan Desa;

e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan

f. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat
dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi

bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa

serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan huruf ¢ dan d Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola

dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah;



b. untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa;

c. PPHP/TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan barang/jasa dengan:
melihat kesesuaian dengan volume, jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis;
dan

d. PPHP/TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian dengan Berita
Acara Penelitian Hasil Pekerjaan.

4. Ketentuan huruf I dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Besemb 2915

Pj- BUPATT KEBUMEN, ¢
\MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Desember 2215

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN, }

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 73

| TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
| QLEH BAGIAN HUKUM

e



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

Contoh Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR ........ :

NOMOR ........ :
Peketjaan : ..qcie.. - ssssissssne. oss
Pada hari ini ...... tanggal ....... bulan ........ tahun ........ pada pukul ...... bertempat di
........ , kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan
pemeriksaan atas pekerjaan.......... yang telah dikerjakan Penyedia barang/jasa dari........
Rapat dipimpin oleh Pejabat/Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan ..... dengan pihak

Penyedia barang/jasa dari ......
Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa dihadiri
oleh ....... , dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan .......... menyatakan telah menerima
hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia barang/jasa dari.......... dan
telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama; dan

2. Penyedia barang/jasa dari ..... menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/ Pejabat/Ketua
Pemilik Tim Penerima Hasil Pekerjaan .......
Mengetahui :
Kepala Desa ....... Ketua Tim Pengelola
Selaku Pemegang Kekuasaan Kegiatan .......

Pengelolaan Keuangan Desa

-

/ Pj. BUPATI KEBUMEN,
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WMOHAMAD RIEF IRWANTO a,
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